

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penerbitan jurnal ilmiah itu merupakan suatu keniscayaan dalam suatu perguruan tinggi. Untuk melengkapi tridarma perguruan tinggi yang saling bersinergi dan tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian. Artikel yang terdapat dalam jurnal ilmiah Mizani dapat dijadikan wadah bagi penulis untuk memberikan sumbangan pemikiran dari hasil penelitian dan dapat dijadikan media informasi dan referensi bagi mahasiswa dan masyarakat.
Peningkatan kualitas Jurnal Mizani terus dilakukan oleh pengelola baik dari aspek desainnya, dan isi artikel yang dicetak. Hal ini dilakukan untuk menjadikan Jurnal Mizani sebagai jurnal yang representatif di lingkungan IAIN Bengkulu khsususnya dan masyarakat luas umumnya. Usaha untuk mendapatkan. Sehubungan dengan hal di atas, maka Fakultas Syariah IAIN Bengkulu menerbitkan Jurnal Ilmiah Mizani Vol. 7 No. 2 Tahun 2020. Jurnal ilmiah Mizani yang berada di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu merupakan salah satu wahana yang sangat penting untuk mengembangkan keilmuan agama Islam di tingkat pendidikan tinggi, dan untuk mengembangkan masyarakat. Melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Mizani ini, Fakultas Syariah selain dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai hasil kajian keilmuannya ke tengah masyarakat, sekaligus merupakan media informasi keberadaan Fakultas Syariah itu sendiri di tengah-tengah dunia perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian hubungan Fakultas Syariah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling bersinergi.
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I. LATAR BELAKANG							
Jurnal ilmiah Mizani yang berada di Fakultas Syariah IAIN Bengkulu merupakan salah satu wahana yang sangat penting untuk mengembangkan keilmuan agama Islam di tingkat pendidikan tinggi, dan untuk mengembangkan masyarakat. Melalui tulisan-tulisan yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah Mizani ini, Fakultas Syariah selain dapat memberikan sumbangsih pemikiran sebagai hasil kajian keilmuannya ke tengah masyarakat, sekaligus merupakan media informasi keberadaan Fakultas Syariah itu sendiri di tengah-tengah dunia perguruan tinggi lainnya. Dengan demikian hubungan Fakultas Syariah dengan masyarakat merupakan hubungan yang saling bersinergi.
Penerbitan Jurnal Mizani Tahun 2020 dilakukan dalam dua edisi yaitu edisi Maret dan September. Setiap edisi memuat tujuh artikel yang sudah melalui proses diskusi, perbaikan hasil diskusi, dari perbaikan hasil diskusi kemudian diedit oleh editor. Setelah proses edit oleh editor, artikel tersebut diketik oleh staf bekerjasama dengan desain grafis. Jurnal ilmiah Mizani terus melakukan pembenahan di berbagai aspek dengan tujuan bahwa jurnal ini dapat terakreditasi secepat mungkin. Setidaknya, tim penerbit sudah menerbitkan jurnal ini sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh DIKTI.

II. TUJUAN									
Adapun tujuan penerbitan jurnal ilmiah Mizani ini agar artikel yang sudah didiskusikan dan sudah ditulis sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan artikel dapat dicetak dan dapat dibaca oleh pembaca baik kalangan akademisi maupun masyarakat luas.



III. SASARAN		
Adapun sasaran kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani Fakutas Syariah adalah artikel yang telah dipilih dan adanya dokumen jurnal ilmiah edisi September Tahun 2020.
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN						
a. Waktu dan Tempat 
Kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani Vol.7 No. 2 dilaksanakan di  Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, pada bulan September  2020. 
b. Kronologis Kegiatan
Kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani ini  diawali dengan persiapan di tingkat Fakultas Syariah:
1. Membuat Term Of Reference (Tor) Penerbitan Jurnal Ilmiah Mizani Fakultas Syariah Tahun 2020. 
2. Kemudian mengajukan usul penerbitan SK Panitia Pelaksana, Pembuat Artikel kepada Rektor IAIN Bengkulu.
3. Sejak keluarnya SK Kepanitiaan, para panitia yang terdiri dari penanggung jawab Ahmad Abas Musofa selaku Ketua Konsorsium Pengelola Jurnal Ilmiah (KPJI) yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani ini. Redaktur adalah Dr. Toha Andiko, MA yang bertugas sebagai pemberi instruksi kepada empat orang Editor Dr. Yusmita, M. Ag, Drs. H. Supardi, M. Ag, Wahyu Abdul Jafar, M. HI dan Badrun Taman, M.S.I yang bertugas melakukan editing terhadap tulisan yang masuk ke redaksi,  kemudian satu orang Desain Grafis Ahmad Zakaria yang bertanggung jawab terhadap desain dari jurnal, dan satu orang Sekretaris Aneka Rahma, S. Sy., MH yang bertugas mengumpulkan jurnal dari penulis yang sudah terdaftar dalam usul SK untuk nantinya dilakuan pengeditan terhadap jurnal tersebut sebelum diterbitkan kemudian sekretaris bertugas untuk membuat laporan kegiatan pembuatan jurnal.


4. Pengumpulan jurnal dimulai pada tanggal 01 Juni 2020.
5. Setelah terkumpul semua jurnal diseleksi dan seleksi dilaksanakan pada tanggal 01 – 30 Juli 2020.
6. Proses seleksi selesai dan terpilih 7 Tulisan dari beberapa penulis kemudian Pada bulan Agustus proses pengeditan tulisan jurnal dilaksanakan.
7. Setelah proses pengeditan jurnal selesai maka jurnal siap dicetak dan di distribusikan pada bulan September 2020.
c. Keluaran
		Terbitnya jurnal ilmiah Mizani Vol. 7 No. 2 Tahun 2020.
d. Panitia
[bookmark: _GoBack]Sesuai dengan Keputusan Rektor IAIN Bengkulu Nomor 0455 tahun 2019 yang ditetapkan pada tanggal 08 April 2019 panitia pelaksana kegiatan penerbitan jurnal Mizani ini penanggung jawabnya adalah Ahmad Abas Musofa selaku Ketua Konsorsium Pengelola Jurnal Ilmiah (KPJI), beliau yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani ini. Redaktur adalah Dr. Toha Andiko, M.Ag yang bertugas sebagai pemberi instruksi kepada empat orang Editor,  satu orang Desain Grafis, dan satu orang Sekeretaris tentang apa yang harus dikerjakan. 
e. Penulis Artikel
Penulis artikel dalam terbitan Vol. 7 No. 2 Tahun 2020 ada 8 orang penulis, yaitu:
1. Ahmad Taufik Hidayat
Judul : Pluralistic Fiqh Based On Perspective Of Imam Al-Sya’Rani In The Book Of Al-Mizan Al-Kubra
Penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji pokok-pokok pikiran al-Sya’rani atas fakta keragaman mazhab hukum sebagaimana yang dituangkan dalam karyanya al-Mizân al-Kubrâ beserta konteks dan tantangan historisnya yang dalam banyak hal memunculkan ikhtilaf (perbedaan pendapat) dalam fikih, serta sebuah tinjauan dalam konteks hukum sebagai sarana transformasi sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini telaah pustaka (library research) baik yang primer maupun sekunder. Sumber primer terdiri atas karya-karya alSya’rani (khususnya al-Mizan al-Kubra) dengan lebih mengutamakan sisi analisis isinya (content analysis). Untuk mengkajinya secara lebih rinci, masalah tersebut dirumuskan dalam sejumlah pertanyaan; (1) Bagaimana situasi sosio-historis (politik, sosio-ekonomi, tradisi intelektual dan keagamaan) yang melatarbelakangi terbentuknya ideide al-Sya’rani tentang fikih pluralistik? (2) Bagaimana konstruksi atau pola pemikiran al-Sya’rani mengenai fikih pluralistik? (3) Bagaimana posisi pemikiran al-Sya’rani tersebut dalam perspektif hukum sebagai salah satu sarana transformasi sosial. Hasil dari pembahasan ini, al-Sya’rani berupaya memberikan orientasi baru dalam pemikiran hukum ke arah yang lebih dekat dengan tuntutan realitas kehidupan yang sesungguhnya dan bersifat pluralistik. Idenya tersebut kemudian dituangkan dalam tiga pokok pandangannya yang meliputi: (1) Justifikasi tiga sistem episteme (2) Penggunaan prinsip pragmatisme dalam penerapan hukum, Legitimasi perubahan hukum sejalan dengan perkembangan situasi (3) Pandangannya tentang keharusan ijtihâd dan larangan taqlîd dalam pengalaman hukum syariat.
2. M. Sulthon
Judul : Integration Of Islamic Sharia In National Legal System
Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan kondisi objektif syariat Islam dalam politik hukum di Indonesia, dan upaya menemukan konsep untuk mengintegrasikan syariat Islam Islam ke dalam hukum Negara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif, filosofis dan sosiologis. Hasilnya, ide formalisasi syariat Islam di Indonesia secara substansif tidak dapat maksimal tanpa adanya adaptasi dan reformasi terhadap syariat Islam yaitu melalui ijtihad yang mengutamakan maslahat. Setiap teks al-Quran dan hadis yang berisikan hukum, pasti mengandung maslahat. Sehingga maslahat merupakan pijakan utama untuk menggali makna teks al-Quran dan hadis. Maslahat secara operasional termanifestasikan dalam bentuk teori-teori ijtihad, misalnya qiyas, maslahah mursalah, istihsan, sadd al-dzari’ah dan urf. Begitu pula dengan penegasan maslahat terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran dan hadis, bisa bersifat korfirmatif dan bisa juga bersifat afirmatif. Upaya integrasi harus dimulai dari identifikasi maslahat sebagai inti dari maqashid al-syariah berdasarkan pada ayat-ayat al-Quran, terutama yang berbentuk amar dan nahyu; lalu illat dan hikmah yang terdapat dalam al-Quran dan hadis, kemudian al-Istiqra’ dengan tetap memperhatikan dinamika masyarakat modern di Indonesia. 
3. Sonia Ivana Barus
Judul : Dilemma Executive Control: Development Of  Regional Regulatory Canceling Models
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan kewenangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah Pusat? Kemudian bagaimana model ideal pembatalan peraturan daerah agar pemerintah pusat tetap punya peran dalam melakukan kontrol (executive control) terhadap peraturan daerah, sebelum maupun setelah peraturan daerah berlaku? Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yakni metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini mendapati bahwa adanya hubungan desentralisasi dan dekonsentrasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk mensiasati kedua bentuk hubungan tersebut, model pembatalan peraturan daerah yang ideal untuk mengakomodir kewenangan pemerintah pusat adalah dengan pemisahan perda sesuai dengan konten atau materinya.
4. Beni Chandra
Judul : Islamic Family And Child Protection Law’s Perspective On Violence Against Children
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pandangan hukum keluarga Islam dan hukum positif terhadap persoalan penanganan dan perlindungan anak dan batasan tindakan kekerasan terhadap anak. Peneliti menggunakan pendekatan komparatif (comparative approach) dan studi dokumentasi (library research). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa baik hukum keluarga Islam dan hukum positif, keduanya sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap anak. Adapun perbedaan di antara keduanya ada pada perspektif tentang “anak” secara definitif, kekerasan terhadap anak, penerapan hukuman fisik dan psikis, dan tindakan terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Di samping itu, terdapat pula batasan tindakan kekerasan baik fisik maupun psikis sebagai upaya preventif dan represif terhadap anak, menurut ketentuan hukum keluarga Islam. Kata kunci: Kekerasan; Anak; Hukum Keluarga Islam; Perlindungan Anak Introduction The Indonesian government guarantees the rights and protection of children in Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.
5. Muhammad Ngizzul Muttaqin
Judul : Unregistered Marriage Between Indonesian Citizens And Foreign Citizens With The Legal Perspective Of Marriage In Indonesia 
Artikel ini bertujuan memberikan solusi dan langkah hukum yang kongkrit terhadap praktik perkawinan siri antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Kajian ini menggunakan penelitian kepustakaan dengan metode deskriptif kualitatif, melalui pendekatan hukum normatif. Hasilnya menunjukkan bahwa nikah siri merupakan gejala sosial masyarakat modern yang selalu terjadi dalam praktik kehidupan masyarakat kini. Meskipun nikah siri secara khusus tidak diatur dalam praktik perkawinan campuran, namun peristiwa ini sering terjadi dan harus diantisipasi. Solusinya, ada tiga pilihan hukum yang bisa ditempuh: pertama, jika yang bersangkutan berkedudukan di Indonesia dan berniat menjadi warga Indonesia, maka bisa melakukan pencatatan perkawinan pada pegawai pencatat nikah dan melakukan itsbat nikah sesuai dengan ketentuan. Kedua, jika yang bersangkutan berkedukan di luar negeri namun menginginkan menjadi warga negara Indonesia, maka bisa melakukan langkah hukum dengan melakukan pencatatan perkawinan dan itsbat nikah di Kedutaan Besar Republik Indonesia. Ketiga, jika yang bersangkutan berkedudukan dan menginginkan menjadi penduduk negara asing, maka yang bersangkutan harus menempuh jalur hukum yang telah ditentukan dalam negara tersebut. Dengan demikian, hukum keluarga di Indonesia dapat adaptif dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial. Kata kunci: Perkawinan siri; warga negara Indonesia; warga negara asing
6. Tiswarni
Judul : Determination Of Married Dispensation Number: 008/Pdt.p/2018/Tgm And 0012/Pdt.p/2019/Tgm In Maslahah Perspective
Tulisan ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kelas I B Tanggamus dalam perkara penetapan Dispensasi Nikah Nomor 008/Pdt.P/2018/PA. Tgm dan 0012/Pdt.P/2019/PA.Tgm, dan alasan-alasan yang diajukan para pemohon, sekaligus meninjaunya dari sisi maslahahah. Metode penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan pendekatan Ushul Fiqh. Pengumpulan data melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan (library research), dengan menggunakan sumber-sumber yang terkait masalah pokok penelitian, baik sumber primer maupun sekunder dengan pendekatan filosofis, yuridis, dan logis, dan teknik analisis isi (content analysis). Hasilnya, majelis hakim memberikan penetapannya berdasarkan bahwa pernikahan mereka dapat segera dilaksanakan berhubung karena di antara para pemohon telah suka sama suka dan selalu bersama, serta dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam agama maupun undangundang. Adapun alasan orang tua menikahkan anaknya di usia muda (di bawah 19 tahun) adalah karena faktor budaya, melepaskan beban orang tua, dan karena hamil di luar nikah. Dari tinjauan maslahah, dispensasi nikah ini tidak membawa kemaslahatan, tapi justru membawa kemudaratan. Sebab dampaknya setelah pernikahan, ternyata salah satu di antaranya selalu bertengkar dalam rumah tangganya sehingga tidak tinggal bersama lagi. Dan satu lainnya meski masih tinggal bersama, namun kehidupan mereka sangat kekurangan dan tidak layak. 


7. Aneka Rahma
Judul : The Problematics On Implementation Of Law Number 23 Year 2011 Concerning Zakat Management At Baznas Lubuk Linggau City
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan problematika pelaksanaan pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS kota Lubuklinggau Sumatera Selatan. Jenis penelitiannya adalah kualitatif lapangan dan pustaka. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Rumusan masalahnya adalah bagaimana upaya Baznas Lubuk Linggau dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan bagaimana problematika pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baznas Lubuk Linggau berupaya dengan melakukan pemberdayaan dana zakat secara optimal melalui Program Lubuklinggau Cerdas, Lubuk Linggau Peduli, Lubuk Linggu Taqwa, Lubuk Linggau Sehat, Lubuk Linggau Makmur, dan Lubuk Linggau Amil, serta mengajukan Peraturan Walikota tentang zakat. Sedangkan problematika pelaksanaannya adalah pengelola belum memiliki kewenangan yang bersifat memaksa, lembaga tidak bisa dikontrol oleh muzakki, pengawasan dalam pelaksanaan program yang direncanakan belum optimal, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat, dan pola pikir masyarakat yang masih menganggap dana zakat yang diterimanya adalah suatu rezeki dan menjadi hak mereka yang tidak perlu dipertanggungjawabkan.
8. Fauzan 
Judul : Progressive Law Paradigm In Islamic Family Law Renewal In Indonesia
Tulisan ini membahas tentang paradigma hukum progresif dalam pembaruan hukum keluarga Islam di Indonesia. Berangkat dari kompleksitas persoalan keluarga di era kontemporer saat ini, kehadiran pemikiran hukum progresif merupakan salah satu landasan dalam rangka memberikan kepastian dan keadilan di tengah masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum progresif dalam bidang hukum keluarga Islam dapat dilihat dari penegakan hukum melalui putusan pengadilan. Berbagai putusan hakim telah melahirkan yurisprudensi dan dijadikan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama dalam memutus perkara. Hal ini tampak pada putusan hakim konstitusi, di antaranya mengenai pembatasan poligami, status anak luar nikah dan usia perkawinan yang kemudian berhasil direvisi dengan terbitnya UU 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam konteks pembaruan hukum progresif di Indonesia, maka hakim menggunakan reinterprestasi teks keagamaan (fikih), dan memahami konteks sosial dinamika masyarakat modern. Untuk itu, dibutuhkan hakim yang lebih berani untuk tidak terikat hanya pada tekstual, tapi lebih mengedepankan tujuan dalam mewujudkan keadilan dan kemaslahatan di tengah masyarakat. Dengan demikian tujuan hukum yang utama akan terwujud, yaitu keadilan substantif, bermanfaat, dan tercipta kepastian hukum. Sebab pada dasarnya hukum adalah untuk manusia, bukan untuk hukum itu sendiri. 
V. Evaluasi Kegiatan
1. Biaya dalam penerbitan jurnal agar bisa dinaikkan untuk mencetak jurnal dengan kualitas yang baik
2. Honor untuk penulis agar bisa ditambah agar penulis merasa bahwa hasil karya mereka dihargai karena setiap penulis berhak atas kontribusi dari hak kekayaan intelektual yang mereka hasilkan
3. Honor untuk Pengurus jurnal agar bisa diberikan dengan wajar sesuai dengan beban kerja yang sudah mereka laksanakan
4. Tersedianya tempat khusus dan layak bagi pengelola Jurnal.









VI. PENUTUP
Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban panitia dalam melaksanakan kegiatan penerbitan jurnal ilmiah Mizani Tahun 2020.


Bengkulu,  Oktober 2020
Redaktur,


			
	                                                                                    Dr.Toha Andiko, M. Ag

	                                                                                    NIP. 197508272000031001
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